SALINAN
NOMOR 4/E, 2010

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG

NOMOR 7 TAHUN 2010
TENTANG
ANALISISDAMPAK LALU LINTAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

WALIKOTA MALANG,

bahwa pembangunan dan/atau pelaksanaan suatu kegiatan usaha
sangat berpotensi menimbulkan dampak berupa terganggunya
kelancaran lalu lintas yang pada akhirnya akan mempengaruhi
ketertiban, keamanan, kenyamanan, dan terpenuhinya hak atas
lingkungan yang sehat;

. bahwa perkembangan kehidupan ekonomi maupun sosial

kemasyarakatan yang ada saat ini cukup pesat sehingga
memerlukan pengaturan-pengaturan yang pada dasarnya
ditujukan untuk memperkecil dampak yang ditimbulkannya;

bahwa untuk mencegah dampak lalu lintas dari suatu kegiatan
pembangunan diperlukan adanya analisis dampak lalu lintas yang

efektif, akurat dan berkesinambungan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu membentuk Peraturan Daerah

tentang Analisis Dampak Lalu Lintas;

. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-
Timur, JawaTengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa
Y ogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 551);



. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5025);

. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana
Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3529);

. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3838);

. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara  Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4737);

. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2001 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Maang Tahun 2001-2011
(Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2001 Nomor 10 Seri C);



10. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1
Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);

Dengan Per setujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG
dan
WALIKOTA MALANG

MEMUTUSKAN :

M enetapkan . PERATURAN DAERAH TENTANG ANALISIS DAMPAK

LALULINTAS.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1

2.

10.

Daerah adalah Kota Maang.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.

Kepala Daerah adalah Walikota Malang.

Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Malang.

Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang.
Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Kota Malang.

Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Malang.

Tim Andaain adaah tim yang dibentuk oleh Walikota yang susunan
keanggotaannya yang terdiri dari Instansi terkait yang mempunyai tugas pokok dan
fungs yang berkaitan dengan Andalalin.

Analisis Dampak Lau Lintas yang selanjutnya disebut Andalalin adalah studi atau
kajian mengenai dampak lalu lintas dari suatu pembangunan, kegiatan dan/atau usaha
tertentu yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen Andalalin atau perencanaan

pengaturan lalu lintas.

Dampak Lau Lintas adalah pengaruh yang mengakibatkan perubahan tingkat
pelayanan lalu lintas menjadi tingkat yang lebih rendah, diakibatkan oleh suatu

kegiatan dan/atau usaha pada unsur-unsur jaringan transportasi jalan.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Tingkat Pelayanan Lalu Lintas adalah kemampuan ruang lalu lintas untuk
menampung volume lalu lintas dengan tetap memperhatikan faktor kecepatan dan
keselamatan.

Kegiatan dan/atau Usaha adalah kegiatan dan/atau usaha berkaitan dengan

pemanfaatan ruang didalam suatu kawasan atau lokasi.

Bangkitan Lalu Lintas adalah jumlah kendaraan masuk dan keluar rata-rata per hari
atau selama jam puncak yang dibangkitkan oleh suatu kegiatan dan/atau usaha.

Jdan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan
perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada
permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air,

sertadi atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

Dokumen Andaain adalah hasil studi/kgian mengenai dampak suatu kegiatan
dan/atau usaha tertentu terhadap lalu lintas yang diperlukan bagi proses pengambilan
keputusan, yang terdiri dari dokumen kerangka acuan, dokumen analisis kinerja lalu

lintas serta dokumen mangjemen dan rekayasa lalu lintas jalan.

Perencanaan Pengaturan Lalu Lintas adalah perencanaan mangemen dan rekayasa
lalu lintas terhadap kegiatan dan/atau usaha tertentu yang meliputi pengaturan
sirkulasi di bagian dalam suatu kegiatan dan/atau usaha sampai dengan jalan disekitar
suatu kegiatan dan/atau usaha, yang merupakan jalan akses suatu kegiatan dan/atau
usaha tersebut.

Mangemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang
meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan
fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara

keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

Pengembang adalah orang atau badan yang bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau
usaha.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola
data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewagjiban
dibidang Andalalin.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah
Pejabat/Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Malang untuk
melakukan pengawasan dan penyidikan tindak pidanadi bidang Andalalin.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari
serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di

bidang Andalalin serta menemukan tersangkanya.
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BAB ||
KEWAJIBAN DAN KRITERIA

Bagian Kesatu
Kewajiban

Pasal 2

Setiap Pengembang/Pengusaha pusat kegiatan dan/atau permukiman yang
berpotenss menimbulkan dampak lalu lintas yang dapat mempengaruhi tingkat
pelayanan yang diinginkan, wajib dilakukan Andalalin.

Hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan salah satu syarat
bagi Pengembang/Pengusaha untuk mendapatkan Ijin Mendirikan Bangunan.

Bagian Kedua
Kriteria

Pasal 3

Kriteria kegiatan dan/atau usaha yang wajib memiliki Andalalin, antaralain :
perumahan;

apartemen/kondominium;

toko/rumah toko/kantor/rumah kantor;

pusat perbelanjaan/pasar/perkantoran;

hotel/motel/penginapan;

rumah sakit/klinik;

industri/pergudangan;
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sekolah/perguruan tinggi;

. tempat kursus;

j. restoran/rumah makan;

k. gedung pertemuan/tempat hiburan/pusat olah raga;
|. terminal/pool kendaraan/gedung parkir;

m. bengkel kendaraan bermotor; dan/atau

n. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum/Gas.

Kriteria kegiatan dan/atau usaha yang wajib memiliki Andalain sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.



